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Judicial power is an independent power and is free from the interference 
of  parties  outside  the  judicial  power  to  administer  the  judiciary  for  the 
enforcement of the rule of law. Regulation of the Supreme Court Number 2 Year 
2015 on Procedures for Settlement of Simple Claim in Article 1 point 1 states 
that:  “Settlement  of  Simple  Claim  is  the  procedure  of  examination  in  court 
against civil suit with the value of civil suit with the value of material lawsuit at 
most Rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiah) which is settled by simple 
procedure and verification”. In the process of simple lawsuit examination, there 
can be no provision, exception, reconciliation, intervention, replication, 
duplication or conclusion. From the community's point of view, this is very 
ignorant of the rights and parties to the dispute. Based on the above description, 
the purpose of this study is to analyze the legislation ratio of legal effort 
restrictions in simple lawsuits; and analyzing the application of justice principles 
related to legal principles on limiting legal remedies in simple claims. This 
research is type of legal research, so the focus of the study is positive law. 
The legislation restriction of legal effort in this simple lawsuit is in order 
to realize simple, quick and low cost justice principles, and to reduce the 
accumulation of cases at the Cassation level. Thus, restrictions on legal efforts 
are made through the limitation of cassation legal action in the form of Act, 
Supreme Court Ordinance and Circular Letter of the Supreme Court. The 
limitation of legal remedies in this simple lawsuit does not violate the principle of 
justice  in  relation  to  the  principle  of  law,  as  it  basically  limits  these  legal 
remedies to provide guidance to first-level court judges to further optimize the 
settlement of cases by applying peace agencies. Therefore, that all judges who 
hear the case seriously seek peace. 
 






























Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas 
dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk 
menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Penyelesaian Gugatan 
Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata 
dengan nilai gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana”. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak 
dapat diajukan tuntutan  provisi, eksepsi, rekonversi, intervensi, replik,  duplik, 
atau kesimpulan. Dari sudut pandang masyarakat, hal ini sangat tidak 
menghiraukan hak-hak dan pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian tersebut 
di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio legis 
pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana; dan menganalisis penerapan 
prinsip keadilan terkait asas hukum pada pembatasan upaya hukum dalam gugatan 
sederhana. Penelitian ini bertipe penelitian hukum, dengan demikian fokus yang 
menjadi kajiannya adalah hukum positif. 
Ratio legis pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini yakni 
dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta 
mengurangi penumpukkan perkara di tingkat Kasasi. Sehingga, dilakukan 
pembatasan upaya hukum melalui pengaturan pembatasan upaya hukum kasasi 
dalam bentuk Undang-undang, PERMA, maupun SEMA. Pembatasan upaya 
hukum  dalam  gugatan  sederhana  ini  tidak  melanggar  dalam  prinsip  keadilan 
terkait asas hukum, karena pada dasarnya pembatasan upaya hukum ini 
memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih 
mengoptimalisasikan penyelesaian perkara dengan cara menerapkan lembaga 
perdamaian. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan 
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. 
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Berdasarkan   pembahasan   pada   bab-bab   sebelumnya,   maka   dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Ratio legis pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini yakni 
dalam  rangka  mewujudkan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya 
ringan,   serta   mengurangi   penumpukkan   perkara   di   tingkat   kasasi. 
Sehingga, dilakukan pembatasan upaya hukum melalui pengaturan 
pembatasan upaya hukum kasasi dalam bentuk Undang-undang, PERMA, 
maupun SEMA. Upaya pembatasan upaya hukum ini melalui pelembagaan 
lembaga mediasi  di  pengadilan;  melalui  pembatasan  jenis  perkara;  dan 
melalui peningkatan penerapan fungsi pengawasan oleh mahkamah agung. 
Pembatasan ini adalah terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia. 
Selama ini gugatan untuk nilai berapapun diajukan melalui prosedur 
gugatan  biasa,  sehingga  masyarakat  pencari  keadilan  harus  berhitung 
untung dan rugi sebelum menuntut haknya di muka persidangan. Dengan 
pembatasan perkara ini, MA ingin merapungkan persoalan kecil-kecil di 
masyarakat yang selama ini mandek dan dipendam tersebut, sehingga 




b. Pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini tidak melanggar 
dalam prinsip keadilan terkait asas hukum, karena pada dasarnya 
pembatasan upaya hukum ini memberikan petunjuk kepada hakim 
pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalisasikan penyelesaian 
perkara dengan cara menerapkan lembaga perdamaian. Karenanya, agar 
semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh 
mengusahakan perdamaian. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 
  
ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum 
bagi para pihak yang menjalani proses peradilan dan pada dasarnya asas ini 
harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak 
semua proses penegakan hukum mampu mewujudkan asas yang dimaksud, 
karena dalam kenyataannya proses dalam peradilan seringkali dilaksanakan 
selama lebih dari 6 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara yang 
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